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PUTUSAN
Nomor 1816/Pdt.G/2023/PA.Tmk

[P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3278096606760005, tempat dan tanggal lahir, Garut, 26
Juni 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXX
XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA,;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 32780922077500022, tempat dan tanggal lahir Garut, 22 Juli
1975, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan XXXXXXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN. GARUT;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXxXX XXXXXXXxXxXx Nomor
1816/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2001, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 680/74/VI1/2001,
tertanggal 11 Juli 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah kontrakan di daerah Kota Bandung kurang lebih selama

1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di
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XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXX, XXX XXX, XXX XxX, Kel. Sukarindik, Kec.
Bungursari, Xxxx XXxxxxxxxxx kurang lebih selama 21 (Dua Puluh Satu)
tahun;
3. Bahwa hasil dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut telah dikaruniai 3 anak, yang bernama:
- Xxxxxx, Laki-laki, lahir di Garut tanggal 19 Juni 2002;
- Xxxxxx, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya tanggal 4 November
2006; dan
- Xxxxxx, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya tanggal 7 April 2009;
4, Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun namun sejak tanggal 26 Agustus 2023 ketentraman
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena tiba-tiba
Penggugat dikasih tahu jika di rumah mertua saya ada bayi hasil
pernikahan siri Tergugat dengan Wanita lain, sejak saat itu antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang penyebabnya antara lain:
a. Tergugat sama sekali tidak pernah membicarakan apalagi
meminta ijin untuk menikah lagi kepada Penggugat;
b. Pada tanggal 26 Agustus 2023 Pengguat diajak ke rumah
ibu mertua di Malangbong hanya berdua dengan Tergugat, tiba-tiba di
perjalanan Tergugat memberitahu saya bahwa jangan kaget jika di
rumah ibu mertua akan ada bayi, dan sepanjang perjalanan saya hanya
terdiam, begitu sampai di rumah ibu mertua saya dipanggil ibu mertua
untuk melihat bayi sambal dibilangin kalua bayi itu anak dari Tergugat
hasil dari pernikahan siri dengan Wanita lain dengan nama Xxxxxx, dan
ibu bayi tersebut telah mati sesaat setelah bayi itu di cesar, dan
Tergugat sama sekali tidak ngomong apa-apa kepada Penggugat pada
saat itu hanya ibu mertua yang ngomong;
C. Setelah saya desak akhirnya Tergugat mengakui kalau
Tergugat telah menikah selama hampir 5 tahun dengan Wanita
Bernama Xxxxxx dengan memberikan bukti surat pernyataan telah
menikah siri pada tanggal 10 Agustus 2019 yang mana saat itu
Penggugat baru mendapat SK Mutasi ke Bandung dan pindah pada
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tanggal 1 Januari 2019 jadi 9 hari setelah saya mutasi ke Bandung, dan
ini yang membuat saya sangat sakit hati atas perlakuan Tergugat;
d. Sedangkan Tergugat memilih bungkam seribu Bahasa tidak
berusaha menjelaskan dan mencoba memperbaiki keadaan, atau
memberikan alasan kenapa Tergugat menikah lagi karena selama ini
pernikahan kami baik-baik saja meskipun secara materi semua
Penggugat yang menanggung seluruh biaya rumah tangga tetapi
Penggugat selama ini tidak mempermasalahkannya, dan Tergugat
selama ini hanya bersifat membantu biaya rumah tangga dan
jumlahnya sangat jauh dari kata cukup;
e. Selama saya bertugas di Bandung, setiap minggu selalu
pulang, tetapi tetap pada sabtu malam Tergugat keluar rumah dengan
alasan mau pengajian sampai menginap, dan Penggugat selama ini
selalu mempercayai ucapan Tergugat, karena Penggugat pikir untuk
hal-hal baik tidak mungkin dilaran, namun nyatanya Tergugat tinggal
Bersama isteri mudanya dan selama hampir 5 tahun seperti itu;
f. Bahwa kalapun ada komunikasi antara Penggugat dengan
Tergugat selalu Penggugat yang mengontak duluan dengan harapan
dapat penjelasan, namun pada akhirnya kesabaran Penggugat sudah
habis dan, selalu terjadi perselisihan dan sudah tidak ada lagi
komunikasi yang baik dan sudah tidak ada harapan untuk kembali
membina rumah tangga;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada 26 Agustus 2023, Tergugat pergi
meninggalkan rumah atas keinginan sendiri, sehingga Penggugat dan
Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar, menunggu keseriusan
Tergugat untuk memperbaiki keadaan tetapi sampai detik ini pun Tergugat
diam membisu dan tidak pernah membuka komunikasi dengan Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan
tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai
karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan
kehidupan rumah tangga;
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8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa
perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT.);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di Persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau Kuasanya meskipun menurut relaas nomor
1816/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 12 Desember 2023 dan 21 Desember 2023
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalam
status sebagai seorang XXxXxXXXX XXXXXX XXxxX, Penggugat telah memperoleh
izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 218/KM.1/SJ.5/2023 tanggal 30
November 2023 yang dikeluarkan oleh a.n Menteri Keuangan, Kepala Biro
SDM;
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Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxxxxx Nomor
3278096606760005 Tanggal 02 September 2012 yang dikeluarkan oleh
Kantor Pemerintah xxxX XXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 680/74/V11/2001 Tanggal 11 Juli
2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXX Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi
tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah atas nama Tergugat dan Xxxxxx
tanggal 10 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
telah dinazegelen pos, tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua
Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi  Surat Pemanggilan untuk  Mediasi Nomor  S-
5002/KNL.0801/2023, tanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Nota Dinas Nomor ND-638/KNL.0801/2023, yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung,
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bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Mayat atas nama Xxxxxx tanggal 8 Agustus
2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, tanpa
dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi
tanda P.6;

7. Hasil cetak foto bayi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

B. Saksi:
1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman bersama;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: XXxxXX,
XXXXXX dan XXXXXX;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1
(satu) kali Tergugat meminta maaf kepada Penggugat karena telah
menikah lagi dan memiliki anak dengan istri sirinya tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab Kketidak

harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
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karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah
memiliki anak dengan istri sirinya tersebut

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak 26 Agustus 2023 yang lalu sampai dengan
sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada
harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sabh;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah kediaman bersama,;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: XXxxxX,
XXXXXX
= 3. XXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 26 Agustus
2023 yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah
antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak
1 (satu) kali dan sering melihat tingkah Tergugat kepada Penggugat
tidak seperti suami kepada istrinya;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah
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menikah dengan wanita lain dan telah memiliki anak dengan istri
sirinya tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang XxxXxxxx XXXXxx Xxxxx, Penggugat
telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan
demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang lzin Perkawinan dan
Perceraian bagi XXXXXXX XXXXXX XXXxX sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
Persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 1816/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 12 Desember 2023 dan 21 Desember
2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
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dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal
mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu
perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan
membaca surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum,
yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
antara Penggugat dan Tergugat sejak 26 Agustus 2023 yang disebabkan
karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki anak
dengan istri sirinya tersebut, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah rumah sejak 26 Agustus 2023 yang lalu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865
KUHPerdata, penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2023/PA. Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.5 telah memenuhi syarat formil
dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870
KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx
XXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal
73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan
Agama  XXXX XXXXXXXXXXX berwenang untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan
telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 11 Juli 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, maka harus
dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh
Instansi tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi tanpa dicocokkan dengan
aslinya, karenanya untuk menilai bukti tersebut, Majelis Hakim mengambil alih
kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal
17 September 1998, yaitu: fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya
dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat
digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan
(perdata), kecuali dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, Majelis berpendapat tidak
memenuhi syarat formil dan materiil dalam perkara a quo, oleh karenanya
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terhadap bukti bertanda P.6 dan P.7 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga
membuktikan bahwa sejak 26 Agustus 2023 telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan
karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki anak
dengan istri sirinya tersebut, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah
pisah rumah sejak 26 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan dengan
keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti Tergugat telah menikah
dengan wanita lain yang bernama Xxxxxx pada tanggal 10 Januari 2019;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan
fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak, masing-masing bernama: XXxxxXx, XXXXXX dan XXXxxX;

2, Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

3. Bahwa penyebab dari perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat
telah menikah dengan wanita lain yang bernama Xxxxxx dan telah memiliki
anak dengan istri sirinya tersebut;

4, Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 26 Agustus 2023 yang lalu
hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi
dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing

sebagaimana layaknya suami isteri;
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5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat
dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat
dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
masing-masing bernama: Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx, antara Penggugat dan
Tergugat sering berselisin dan bertengkar terus menerus yang menunjukkan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus
merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri
serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga
dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah
tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan
gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman,
dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan
perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran
sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat
telah pisah rumah sejak 26 Agustus 2023 dan tidak terbangun komunikasi yang
baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan
Tergugat tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami
isteri diperintahkan agar hidup bersatu dalam kediaman bersama, dan tidak
dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas
dan kewajiban sebagai suami isteri kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan

oleh hukum;
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Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama
lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,
proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang
kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah
pernah dinasehati dan dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini
menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian
rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan hidup rukun
sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada
harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami dan isteri
sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami dan isteri tapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-
unsur perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama adanya perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di
atas, telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
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menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat
telah menikah dengan wanita lain yang bernama Xxxxxx dan telah memiliki
anak dengan istri sirinya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah
perkawinan dalam Hukum Islam disebut azzawaj al-makhsuroh atau dalam
hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga
landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (phsycal cruelty),
akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang
menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga
meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun
penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah nyata terjadi dan
berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak
maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur perselisihan dan pertengkaran
menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun maka
berdasarkan fakta hukum telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan
Tergugat sejak 26 Agustus 2023 yang lalu dan selama pisah rumah tersebut,
keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan yang sudah tidak
saling memperdulikan dan menghiraukan tersebut tanpa adanya komunikasi
dan hubungan lahir dan bathin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam
sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim
berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis
Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pengadilan telah berupaya
mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil, maka berdasarkan fakta Majelis
Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat untuk rukun
kembali dengan Tergugat sebagaimana pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan,
sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah S.w.t.
dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak
dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa
mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga
tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan
sebagaimana kaidah fighiyah yang berbunyi sebagai berikut:

I y_pall

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.
Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah
syar’iyyah dari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih

sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:
A3l il ade Bl Lea g 3l e ae 531 3

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah
sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya
dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
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Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in  sughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu

rupiah);
Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil
Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Fidia Nurul Maulidah, S.H.l. sebagai Ketua
Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H. dan Alfina Rahil Ashidigi, S.H.l., M.H.
sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut
dan Siti Khoirunnisa', S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis

Fidia Nurul Maulidah, S.H.l.
Hakim Anggota Hakim Anggota
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Fachruddin Zakarya, S.H. Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti

Siti Khoirunnisa', S.H.I
Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp500.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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